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Abstrak
 

Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk

meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan

studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan

wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan

gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang

dikemukakan oleh William N.Dunn.

......Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the

government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a

case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research

is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth

interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation

No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed

by William N.Dunn. 
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